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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Produk Domestik Bruto

Pengertian Produk Domestik Bruto menurut Sukirno, Sadono (2000:35)

adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam Negara dengan menggunakan

Produk Domestik Bru{c;. menurut A. McEachern, William. (2000;146) artinya
mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya
yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, biasanya satu
tahun. Gross Domestic Product juga dapat digunakan untuk mempelajari
perekonomian dari waktu ke waktu atau untuk membandingkan beberapa
perekonomian pada suatu saat. Sedangkan menurut Nanga, Muana (2005:28)
Produk Domestik Bruto adalah suatu indeks harga yang mengukur tingkat harga
dari sejumlah barang yang dihasilkan di dalam sebuah perekonomian yang dibeli

oleh rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri.
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Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik
Bruto adalah jumlah produksi barang dan jasa yang telah dihasilkan suatu unit

produksi di suatu Negara.

2.1.1. Komponen Produk Domestik Bruto

Komponen Produk Domestik Bruto terdiri dari:

lain tapi tid “pembelian rumah baru.
b. Non-Durable Goods yakni barang yang langsung dikonsumsi dan
habis manfaatnya. Contoh, makanan, minuman, sepatu dan lain-lain.

c. Service yakni konsumsi untuk jasa. Contoh, jasa dokter.

2. Investasi yaitu menghitung suatu pengeluaran untuk barang modal.
Contoh: pembelian rumah, membangun pabrik baru, program baru dan
berbagai jenis investasi lainnya.

3. Pengeluaran Pemerintah yaitu menghitung semua pengeluaran yang
Pemerintah lakukan. Contoh: membayar gaji PNS atau pegawai

pemerintah, membeli peralatan militer, membangun jalan dan lain-lain.
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4. Ekspor Bersih atau menghitung selisih didapat dari Total Ekspor yang

dikurangi Total Impor.

2.1.2. Fungsi Produk Domestik Bruto

Berikut ini beberapa fungsi digunakannya Produk Domestik Bruto (PDB)

sebagai indikator pengukuran pe onomi, yaitu sebagai berikut:

1. PDB dihit dasa i ilai tambah (value added) yang
N perekonomian. Hal ini,

balas jasa kepada faktor

suatu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencangkup perhitungan
pada periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran dalam menghitung
PDB memungkinkan seseorang untuk membandingkan jumlah output pada
tahun ini dengan tahun sebelumnya.

3. Batas wilayah perhitungan PDB adalah Negara (perekonomian domestik).
Hal ini memungkinkan untuk mengukur sampai sejauh mana kebijakan
ekonomi yang diterapkan pemerintah maupun mendorong aktivitas

perekonomian domestik.
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Jenis-jenis Produk Domestik Bruto

A. McEachern, William. (2000:146) berpendapat bahwa terdapat dua jenis

Produk Domestik Bruto, yaitu:

1.

2.14.

GDP riil/harga tetap, yaitu nilai harga barang dan jasa yang diproduksi
suatu negara dalam waktu tertentu dan dinilai berdasarkan harga yang

berlaku pada satu waktu yang telah ditentukan.

erhitungan Produk Domestik Bruto

Case, Karl E. & -o._ berpendapat bahwa dalam menghitung

Produk Domestik Bruto dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu:

1.

Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah suatu metode menghitung Pendapatan
Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan seperti upah, sewa,
bunga, dan laba yang diterima oleh semua faktor produksi dalam
memproduksi barang akhir. Pendekatan pendapatan dirumuskan sebagai
berikut:

GDP = pendapatan nasional + depresiasi + (pajak tidak langsung —

subsidi) + pembayaran faktor netto kepada luar negeri
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Terdapat empat komponen pendekatan pendapatan, yaitu:

a. Pendapatan nasional adalah pendapatan total yang diterima oleh
faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara suatu negara.
Pendapatan nasional terdiri dari kompensasi karyawan, pendapatan

perusahaan perorangan, laba perusahaan, bunga bersih, dan pendapatan

sewa.
b. Depresiasi yang arl ak modal yang aus atau ketinggalan
zaman, enurunan nilai.

C. ¢ tidak langsung meliputi
sensi. Sedangkan subsidi
oleh pemerintah tanpa

d. ntukeluar negeri sama dengan pembayaran

pendapatan faktor (pendapatan atas faktor produksi) untuk luar negeri

dikurangi penerimaan pendapatan faktor dari luar negeri.

2. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah suatu metode menghitung Pendapatan
Domestik Bruto (PDB) yang mengukur jumlah yang dikeluarkan pada

semua barang akhir selama satu periode tertentu.

Pendekatan pengeluaran dirumuskan sebagai berikut:

GDP=C+1+ G+ (EX-IM)
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Keterangan:

GDP : produk domestik bruto

C : konsumsi

I > investasi

G : konsumsi dan investasi pemerintah

EX  :ekspor

IM : impor

Terdapat ‘ 3 an, yaitu sebagai berikut:

itungan Gross Domestic
uaran konsumsi pribadi dan
90 I utama pengeluaran konsumen yaitu
itidak tahan lama, dan jasa.

Inv"e\s(t‘asi yang dilakukan oleh perusahaan atau rumah tangga untuk
modal\b'aru yang meliputi pabrik, peralatan, persediaan dan struktur
perumahan baru.

Konsumsi dan investasi pemerintah mencakup pengeluaran pemerintah
federal, negara bagian, dan pemerintah lokal untuk membeli barang-
barang akhir dan jasa.

Ekspor Neto adalah selisih antara ekspor dan impor. Alasan
memasukkan ekspor netto adalah karena Gross Domestic Product

(GDP) hanya menghitung barang dan jasa domestik.
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3. Pendekatan Produksi

Pendekatan Produksi adalah metode menghitung Pendapatan Domestik
Bruto (PDB) yang mengukur nilai produksi yang diciptakan oleh faktor
produksi yang ada di suatu negara tanpa membedakan apakah faktor

produksi itu milik orang luar negeri atau warga negara itu sendiri.

Pendekatan produksi dirumuskan sebagai berikut:

Upah + Bunga + Laba"--,._

2.15.

produksi oleh seluru'h'rha yarakat yang tinggal di suatu daerah (region). Menurut
Arifin, Imamul dan Giana Hadi W. (2007) PDRB merupakan nilai barang dan jasa
akhir yang dihasilkan oleh masyarakat di suatu wilayah (region), baik ditingkat
provinsi maupun kabupaten kota. Menurut Losina Purnastuti, Rr. Indah M, (2008)
PDRB merupakan nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan selama
kurun waktu satu tahun pada suatu wilayah regional. Sedangkan Menurut Badan
Pusat Statistik (2009) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya
merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam

suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang

dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
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2.1.6. Jenis-jenis Produk Domestik Bruto

Terdapat beberapa jenis Produk Domestik Regional Bruto, yaitu:

1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Harga Berlaku

Menurut Tri Kunawaningsih dan Antyo Pracoyo, (2005;49) Produk domestik
Bruto Atas Dasar Harga Berlaku adalah GDP total yang nilai berdasarkan

harga-harga sekarang (harga yang

Tri Kunawaningsih dan Antyo Pracoyo. (2005:37) menyebutkan secara makro
diklasifikasikan menjadi 9 sektor sebagai berikut:

1) Pertanian;

2) Pertambangan dan Penggalian;

3) Industri Pengolahan;

4) Listrik, Gas, dan Air Bersih;

5) Konstruksi/Bangunan;

6) Perdagangan, Hotel, dan Restoran;

7) Pengangkutan dan Komunikasi;

8) Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

9) Jasa-jasa”
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2.2  Penerimaan Pajak

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku karangan
Mardiasmo adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut B. llyas Wirawan, Rudi Suhartono (2007:2), Pajak yaitu:

1.

2. ,

3.

4, demerintah pusat/daerah,

5. pajé i a membiayai  pengeluaran-pengeluaran

maupun rutin.

Adriani, dalam buku Ketetuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
karangan Santoso Brotodihardjo berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada
negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya
menurut peraturan — peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran —
pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan
pemerintahan. Menurut Siahaan, M.P. (2010 : 7) pajak adalah pungutan dari
masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang — undang yang bersifat

dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat
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prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya
digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan.

Menurut undang — undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga
atas undang — undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (KUP) pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang

terutang oleh orang pribadi ata ifat memaksa berdasarkan undang

— undang dengan tid a langsung dan digunakan
untuk keperluan ne es emakmuran rakyat. Sedangkan
menurut Basi 3 i S (2005:43) pajak adalah

pembayaran iure epads i g dapat dipaksakan dengan

Dari beberap ndap it.dapat disimpulkan bahwa pajak adalah
iuran wajib bagi penduduk yang digunakan untuk membiayai kegiatan

pemerintahan suatu Negara.

2.2.1 Fungsi Pajak
Pajak memiliki dua fungsi, yaitu:
1. Fungsi Penerimaan

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi

pembiayaan-pembiayaan pengeluaran pemerintah. Hal ini menjadi
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konkrit sekali dengan dimasukannya pajak sebagai sumber penerimaan
utama dalam APBN. Ketika pajak adalah sumber utama pembiayaan
pemerintahan dan pembangunan, secara otomati menegaskan bahwa
masyarakat adalah pemegang kedaulatan yang menentukan jalannya

sebuah pemerintahan.

2. Fungsi Mengatur

lenngatur atau sebagai instrument

ekonomi. Sebagai contoh

rhadap  barang mewah,
an dari kelangan ekonomi

akan didistribusikan untuk

2.3. Penerimaan Pajak Daerah

Menurut Kesit, Bambang Prakosa (2003:1) pajak secara umum adalah
iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas
pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung
dapat ditunjuk. Pajak Daerah menurut Siahaan, Marihot P. (2005:7) adalah
pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang
yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan

tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang
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hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
Pengertian Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Sistem adminis I I _ onesia terbagi menjadi dua

1. Pemeri i ipimpin oleh Gubernur

2. Wilayah Ti wilayah kota dipimpin

Jenis pajak provinsi ng Nomor 34 Tahun 2000 antara lain:
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air,
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraaan di atas Air,
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraaan Bermotor,
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan.
Kabupaten/kota memungut pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 antara lain:

a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.

b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.
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Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan
yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis pertunjukan,
permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan
bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan
dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan

yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media

yang menurut dan corak a untuk tujuan komersial,

Pajak Penera ajak atas penggunaan tenaga listrik,
dengan ketentuan bahwa di wilayah derah tersebut tersedia penerangan
jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan
pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat

parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan



24

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Selain yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000,

Pemerintah Daerah dapat menggali potensi sumber keuangan lainnya yang dapat

dikenai pajak dengan kriteria sebagai berikut:

a.

2.3.1.

bersifat pajak dan bukan retribusi,

objek pajak terletak a ' ‘Wilayah, daerah Kabupaten/Kota yang
cukup rendah serta hanya

a yang bersangkutan,

potensinya memadai,

tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif,
memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat,

menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
Adapun bagian dari subjek pajak dan wajib pajak adalah:
Subjek kendaraan bermotor dan kendaraan di Atas air adalah orang pribadi

atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor dan
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kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan
yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan
kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah

orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor

dan kendaraan di atas air.

dan/atau air pe ' / pajaknya adalah orang pribadi atau badan
yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air
permukaan.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran.

. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton
dan/atau menikmati hiburan. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau

badan yang menyelenggarakan hiburan.
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Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Wajib pajaknya
adalah orang pribadi.

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan tenaga listrik. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau

badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

Subjek Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C adalah orang

Objek Pajak Daerah

Objek Pajak Daerah terdiri dari:

Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah
kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di
atas air.

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas
Air adalah penyerahaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
Objek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan

bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan
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bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas
air.

. Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan adalah:

1) Pengambilah air bawah tanah dan/atau air permukaan

2) Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan

3) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan

g disediakan hotel dengan

gka pendek.
fasilitas penginapan atau

/a memberikan kemudahan dan

egiatan acara atau pertemuan di hotel.
Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan
pembayaran.

. Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut
bayaran.

. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di
wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar

oleh pemerintah daerah.
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Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan
pengambilan bahan galian golongan C.

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut

bayaran.

pencemaran Iingkdngan akibat penggunaan kendaraan bermotor. untuk
kendaraan bermotor umum, dan 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-
alat berat dan besar.
Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan nilai
jual kendaraan di atas air. Tarif ditetapkan sebesar 1,5%.
Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di
Atas Air adalah nilai jual kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebagai

berikut :
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1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama
10% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 10% untuk kendaraan
bermotor umum, dan 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan
alat-alat besar.

2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan
selanjutnya : 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk

kendaraan bermotor umum, dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-

3) r atas penyerahan karena

bukan umum, 1% untuk

1% dan untuk penyerahan karena
warisan ditetapkan Sebesar 0,1%.
4. Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai
jual bahan bakar kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebesar 5%.
5. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan
kepada hotel. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
6. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang

dilakukan kepada restoran. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
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7. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan. Tarifnya
ditetapkan paling tinggi sebesar 35%.

8. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Tarifnya
ditetapkan paling tinggi sebesar 25%.

9. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik.

Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

10. Dasar Pengenaan Pa ilan Ba Galian Golongan C adalah
)ngan C. Tarifnya ditetapkan
11. Dasar ah pembayaran atau yang

pat parkir. Tarifnya ditetapkan

2.4.  Penelitian Sebelumnya

Sebagai pembanding penelitian mengenai Produk Domestik Regional
Bruto, dan Penerimaan Pajak Daerah yang pernah dilakukan sebelumnya oleh
beberapa peneliti dengan persamaan dan perbedaan dari hasil penelitian tersebut,

maka penulis menguraikannya sebagai berikut:

1. Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi, 2010 menganalisis seberapa besar
pengaruh produk domestik bruto (PDB), Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) terhadap Kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitiannya adalah nilai

PDRB di masing-masing provinsi belum terlalu besar dalam mengurangi
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angka kemiskinan. Namun lebih dominan pengurangan angka kemiskinan
dari variabel IPM. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang
terjadi belum pro orang miskin atau dalam kata lain belum banyak
memberikan manfaat bagi orang miskin.

Temuan di atas menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan tidak
cukup hanya dipecahkan melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi

semata dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (trickle

down effect). P
pengaruh

terjadi.

kemiskinan u. Juga konsep ini menitikberatkan
perhatiannya pada aspek produksi barang dan jasa bukan pada aspek
pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, kemiskinan yang harus dipecahkan adalah kemiskinan
yang menimpa individu sehingga yang harus dilakukan adalah menjamin
pemenuhan kebutuhan pokoknya serta mendorong mereka untuk
memenuhi  kebutuhan sekunder dan tersiernya, dan jalan untuk

mencapainya adalah dengan menciptakan distribusi ekonomi yang adil

(pemerataan) di tengah-tengah masyarakat atau dengan kata lain merubah
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pola pertumbuhan ekonomi yang salama ini terjadi ke arah pertumbuhan
ekonomi yang lebih berpihak kepada orang miskin.

. Hotman, Jan., Heatbun, Adolf B., 2013 Menganalisis pengaruh
penerimaan pajak dalam pembangunan daerah dilihat dari sisi fungsi
budgetair, regulered, stabilisasi, dan distribusi pajak serta pengaruh
penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto, dan

Menganalisis dampak peningkatan pajak terhadap fungsi budgetair,

regulered, stabilisas dan terhadap Produk Domestik
Regional . Dari pene pahwa:

1) imag erin sangat kuat dan efektif

2) Jawa Tengah tidak efektif dipengaruhi
oleh faktor penarik (pengeluaran rutin dan pembangunan) dan faktor
pendorong (penerimaan pemerintah), namun diantara keduanya
penerimaan pemerintah yang lebih dominan.

3) Penanaman modal Dalam Negeri sangat kuat dan efektif dihambat
oleh beban pajak perusahaan, sebaliknya sangat kuat dan efektif ditarik
dengan daya lebih besar oleh pertumbuhan pengeluaran pemerintah
daerah.

4) Penanaman modal Asing sangat kuat dan efektif dihambat oleh beban

pajak perusahaan, sebaliknya sangat kuat dan efektif ditarik oleh
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perubahan suku bunga dan pertumbuhan pengeluaran pemerintah
daerah.

5) Jumlah uang beredar sangat kuat dan efektif didorong oleh
pengeluaran pemerintah, sedangkan inflasi tidak efektif ditarik oleh
pertumbuhan jumlah uang beredar.

6) Jumlah unit usaha tidak efektif didorong oleh penanaman modal

Dalam Negeri, laju uang beredar dan PDRB. Sedangkan penyerapan

7) I paj akni k ir, regulered dan distribusi masih

estor mengembangkan investasi, dan
belum efektif menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga
kerja.

3. Marliyanti, Dwi Sundi dan Arka, Sudarsana, 2014 meneliti tentang
pengaruh langsung PDRB terhadap Pajak Dearah dan PAD, pengaruh
langsung Pajak Daerah terhadap PAD, dan Pengaruh Tidak langsung
PDRB terhadap PAD Kota Denpasar melalui Pajak Daerah. Hasil
penelitian menunjukkan PDRB berpengaruh secara langsung terhadap

Pajak Daerah dan PAD Kota Denpasar, Pajak Daerah berpengaruh secara
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langsung terhadap PAD Kota Denpasar, dan PDRB berpengaruh secara
tidak langsung terhadap PAD melalui Pajak Daerah Kota Denpasar.

. Mutiara, Dwika Julia, 2015 meneliti tentang pengaruh pajak daerah,
retribusi daerah, belanja modal dan tingkat partisipasi angkatan kerja
terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten/Kota
Povinsi Kalimantan Timur selama periode 2004-2013. Hasil penelitian

tersebut menunjukan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah

. Ambarwati, a, 2015 meneliti pengaruh pendapatan asli
daerah, investasi pemerintah dan angkatan kerja ternadap produk domestik
regional bruto dengan aset daerah dan jumlah SKPD sebagai variabel
kontrol. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pendapatan asli daerah dan
angkatan kerja berpengaruh signifikan terhadap produk domestik regional
bruto. Aset daerah dan jumlah SKPD yang merupakan variabel kontrol
juga mempengaruhi produk domestik regional bruto. Sedangkan variabel
investasi pemerintah tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional

bruto.
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2.5. Kerangka Pemikiran

Dalam rangka memenuhi target Pendapatan Asli Daerah, pemerintah
berusaha menggerakan sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya adalah
produk domestik regional bruto (PDRB). Dari kenaikan PDRB inilah diharapkan
pula dapat meningkatkan pendapatan daerah dari para pelaku usaha domestik.
Pemerintah selalu berusaha meningkatkan pendapatan guna membiayai semua

pengeluaran termasuk pengelua gunan. Salah satu pendapatan daerah,

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Produk Domestik W Hi
Regional Bruto J Penerimaan Pajak
(PDRB) (X) J | Daeran(Y)
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2.6.  Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk
kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru

didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007:137)

mengemukakan bahwa hip itaan atau dugaan yang bersifat

“Terdapat . estik Regional Bruto terhadap



